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(2. HUKUM PARTAI POLITIX

—

DAN PEMILU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa atas terselesaikannya buku Hukum Partai Politik dan Pemilu ini.
Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang
komprehensif mengenai berbagai aspek hukum yang mengatur partai
politik dan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Dengan
mempertimbangkan perkembangan sistem demokrasi serta
tantangan dalam pelaksanaannya, buku ini diharapkan dapat menjadi
referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi hukum,
penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang memiliki perhatian
terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.

Dalam buku ini, kami menguraikan berbagai topik penting
mulai dari konsep dasar hukum partai politik dan pemilu, regulasi yang
mengatur penyelenggaraannya, hingga isu-isu strategis seperti
pendanaan partai politik, pengawasan pemilu, serta penyelesaian
sengketa pemilu. Selain itu, buku ini juga membahas aspek etika dan
disiplin dalam partai politik, serta tantangan yang dihadapi dalam
implementasi hukum pemilu, termasuk peran teknologi dalam
mendukung transparansi dan akuntabilitas sistem demokrasi. Dengan
pendekatan yang sistematis dan berbasis regulasi, kami berharap
pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam serta
perspektif yang lebih luas mengenai kompleksitas hukum partai politik
dan pemilu di Indonesia.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan
dan tentu terbuka untuk kritik serta saran yang membangun. Oleh
karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
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telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam
bentuk dukungan akademik, masukan, maupun referensi yang
berharga. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan
menjadi sumber ilmu yang berguna bagi semua pembaca.
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2 HUMUM PARTAI POLITIX

7 DAN PEMILU
WC -

SINOPSIS

Buku Hukum Partai Politik dan Pemilu ini mengupas secara
komprehensif berbagai aspek hukum yang mengatur partai politik dan
pemilihan umum di Indonesia. Dimulai dengan konsep dasar serta
perkembangan sejarahnya, buku ini menguraikan sistem dan regulasi
yang membentuk dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk
tanggung jawab hukum partai politik, mekanisme pencalonan, serta
penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tidak hanya membahas aspek
normatif, buku ini juga menyoroti tantangan dalam pendanaan partai,
pengawasan pemilu, serta penyelesaian sengketa, yang menjadi
bagian penting dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Selain membahas aspek teknis hukum, buku ini juga
menyoroti isu-isu krusial seperti etika dan disiplin partai, ancaman
money politics, serta peran teknologi dalam pemilu. Dengan analisis
mendalam dan kajian berbasis regulasi, buku ini tidak hanya menjadi
referensi akademik, tetapi juga panduan praktis bagi akademisi,
praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang ingin
memahami lebih dalam dinamika politik dan demokrasi di Indonesia.
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HAK PILIH DAN KEWAIJIBAN
PEMILIH

Oleh : Dr. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H.

6.1 Pendahuluan

Demokrasi adalah capaian peradaban termashur millenium ini.
Mayoritas negara-negara di dunia, mengaku dirinya sebagai negara
demokrasi. Tokoh-tokoh dunia banyak yang melakukan perjuangan
dengan alasan memperjuangkan demokrasi. Demokrasi menjadi tema
universal. Perang di berbagai belahan dunia, banyak yang beralasan
karena demokrasi. Dinamika kompetisi kehidupan lokal hingga yang
global, banyak yang diberi bumbu demokrasi. Kehidupan demokrasi
tidak hanya berkutat dalam dunia politik. Dalam peradaban saat ini,
muncul istilah demokrasi politik, demokrasi ekonomi, demokrasi
pendidikan dan demokrasi sosial. Narasi demokrasi bahkan masuk
dalam kehidupan beragama.

Negara demokrasi secara umum menyebutkan bahwa mereka
menerapkan sistem kedaulatan rakyat. Pemerintah dalam sistem
negara demokrasi, berpegangan bahwa rakyat yang memiliki
kekuasaan tertinggi (Ellya Rosana, 2016). Kedaulatan rakyat dalam
negara demokrasi lahir dari sebuah pemahaman bahwa negara

'-_I‘turnitin Page 13 of 29 - Integrlty Submission SmeISSIO I trn 0id:::1:3402816743
¢ r. A. Basuki Babussalam, S.H., M.H



ZI'-_I turnitin Page 14 of 29 - Integrity Submission Submission ID  trn:oid:::1:3402816743

tersebut berdiri karena kesepakatan semua warga bangsanya.
Komitmen semua warga negara dalam proses berdirinya sebuah
bangsa itulah yang menjadi salah satu dasar kedaulatan rakyat. Rakyat
yang berdaulat yang mendeklarasikan kemerdekaan bangsanya,
karena itu rakyat pula yang memiliki kewenangan tertinggi dalam
menentukan arah perjalanan bangsa yang mereka deklarasikan.

Kedaulatan rakyat dalam sistem negara demokrasi, berprinsip
bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara yang didirikan atas
kesepakatan seluruh warga bangsa itu, memberikan penghormatan
kepada semua warga negara dengan memberikan hak yang sama
untuk menentukan sikap atas kehidupan mereka (Febrianasari &
Waluyo, 2022). Pemberian hak untuk menentukan sikap atas arah
pembangunan bangsa itu bertujuan agar perjalanan bangsa selalu
bersearah dengan tujuan dan kehendak masyarakat secara umum.
Penentuan sikap bersama dalam menentukan kebijakan bangsa ini
adalah cikal bakal tumbuh dan berkembangnya negara demokrasi.

Demokrasi yang memberikan ruang kepada semua warga
negara untuk berpartisipasi menentukan sikap atas negara yang
dibangunnya, adalah sebuah ikhtiar kebangsaan untuk menjaga agar
perjalanan bangsa untuk mewujudkan cita negara sejahtera tetap
selaras dengan keinginan mayoritas warga bangsa. Demokrasi
memang diyakini tidak sempurna, tapi dari semua sistem kehidupan
berbangsa dan bernegara, demokrasi diyakini banyak pihak sebagai
salah satu sistem yang dipercaya terbaik sebagai sebuah sistem
menjaga semangat kebangsaan.

Demokrasi yang memberikan kesempatan kepada semua warga
bangsa untuk berpartisipasi menentukan proses kehidupan berbangsa
dan bernegara, menjadi salah satu prasyarat untuk menjaga agar
perjalanan pembangunan negara tetap sesuai dengan keinginan
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masyarakat secara menyeluruh. Penerapan sistem demokrasi menjaga
agar negara berproses sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat.
Sikap dan keputusan mayoritas menentukan kebijakan-kebijakan
publik dalam sistem demokrasi. Memang kehendak mayoritas tidak
selalu selaras dengan semangat demokrasi, karena itu dalam sistem
demokrasi harus mengatur asas kebersamaan. Kelompok masyarakat

o mayoritas tidak boleh menindas masyarakat minoritas. Penghormatan
hak-hak dasar manusia sebagai landasan prinsip demokrasi tetap
harus dijamin. Hak-hak minoritas dilindungi secara tegas dengan
prinsip hukum demokrasi (Etra, 2022).

Kesetaraan dalam kehidupan demokrasi, diharapkan dapat
melahirkan sebuah harmoni dalam kehidupan berbangsa.
Terwujudnya kehidupan yang harmoni dalam masyarakat menuntun
kehidupan demokrasi yang memberikan hak pilih yang sama kepada
semua warga masyarakat perlu dijaga dan ditingkatkan kualitasnya.
Kajian dalam tulisan ini mengurai tentang hak pilih dalam demokrasi
dan apa saja kewajiban pemilih yang harus dijalankan agar kehidupan
demokrasi bisa berjalan untuk mewujudkan negara kesejahteraan
yang menjadi cita-cita bersama dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara.

6.2 Hak Pilih dalam Demokrasi
Sejarah kedaulatan rakyat di negara demokrasi memang
memiliki banyak kisah yang berbeda. Negara demokrasi sering disebut
sebagai negara yang menerapkan kekuasaan negara dari rakyat oleh
rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri bersumber dari Bahasa
Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratein yang berarti
kekuasaan. Dalam sistem negara demokrasi dikenal dua macam sistem
e demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
Sistem demokrasi langsung adalah suatu negara yang
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pemerintahannya dijalankan oleh semua warga dan keputusan yang
berhubungan dengan pemerintahan dilakukan secara langsung oleh
semua warga negara. Sistem demokrasi tidak langsung dipahami
bahwa suatu negara yang pemerintahannya dijalankan oleh rakyat
yang pelaksanaannya melalui badan perwakilan yang dipilih oleh
rakyat (Noviati, 2016).

Dalam banyak literasi soal negara demokrasi, kita diajarkan
bahwa kedaulatan rakyat di negara demokrasi berawal dengan
peristiwa demokrasi langsung. Sejarah demokrasi langsung, tercatat
dijalankan oleh suku-suku Barbar di Jerman kuno, masyarakat Polis di
Yunani, sampai pemilihan senat di zaman Romawi kuno. Penerapan
demokrasi langsung, awalnya dijalankan secara luas oleh seluruh
warga bangsa dan keputusan yang dibuat murni merupakan konsensus
diantara masyarakat yang langsung terlibat dalam proses pembuatan
keputusan tersebut. Bersamaan dengan berkembangnya peradaban
dan bertambahnya jumlah warga masyarakat, prinsip ini mulai
dikesampingkan karena semakin sulit dijalankan secara teknis
(Syafruddin, 2020).

Demokrasi langsung memiliki kelebihan dari sisi partispiasi
warga masyarakat dalam penentuan kebijakan negaranya. Warga
masyarakat yang terlibat dalam demokrasi langsung memiliki
keterlibatan yang lebih kuat dalam kebijakan negara. Demokrasi
langsung yang dilaksanakan melalui Pemilu yang melibatkan
masyarakat secara langsung pada prinsipnya lebih mengakomodir
ruang partisipasi warga masyarakat secara langsung. Terbukanya
partisipasi langsung dari warga masyarakat akan berpotensi semakin
dekatnya masyarakat dengan negara. Demokrasi langsung membuka
ruang aspirasi, kesempatan agregasi, dan perjuangan artikulasi suara
rakyat lebih mudah tersalurkan, karena warga rakyat memiliki
kesempatan lebih luas menyuarakan kehendak dan keinginan.
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Menjalankan demokrasi langsung, selain memiliki kelebihan
juga memiliki beberapa kekurangan. Dari sisi anggaran, penerapan
demokrasi langsung secara umum memerlukan anggaran lebih besar,
karena keterlibatan semakin banyak pihak dalam kontestasi demokrasi
langsung. Keperluan anggaran demokrasi langsung, mulai dari
perencanaan, sosialisasi sampai teknis pelaksanaan tentu lebih besar
dibandingkan dengan demokrasi menggunakan sistem demokrasi
tidak langsung. Hal ini karena dalam demokrasi tak langsung, banyak
tahapan dan teknis pelaksanaan yang bisa dipangkas sehingga
menghemat biasa pelaksanaan. Pelaksanaan demokrasi langsung juga
membuka ruang dinamika yang lebih kompleks karena partisipasi
banyak pihak. Terkait dengan keamanan dan ketertiban, demokrasi
langsung jika ditetapkan masa masa saat ini tentu memiliki resiko dan
keperluan anggaran ang relative besar. Karena penerapan demokrasi
langsung di masa sekarang dimana jumlah populasi sudah
berkembang besar tentu saja berkorelasi dengan keperluan anggaran
dan kebutuhan lain yang lebih besar (Putri, 2020).

Perjalanan proses demokrasi terus mengalami proses perbaikan
sekaligus menjadi pembelajaran di banyak negara. Kalau di awal
penerapan demokrasi dijalankan dengan sistem demokrasi langsung
seperti di Jerman, Yunani dan Romawi, bersamaan dengan
perkembangan yang terjadi, banyak negara yang terus melakukan
perbaikan untuk menjalankan sisten demokrasi. Salah satu perbaikan
sistem demokrasi adalah dilaksanakannya pemilu, dimana demokrasi
tidak bisa lagi diterapkan secara langsung, tapi menggunakan sistem
pemilihan umum seperti yang berkembang di banyak negara seperti
saat ini. Penerapan demokrasi tidak langsung dengan
menyelenggarakan pemilu, adalah salah satu upaya membangun
sistem demokrasi yang tetap memberikan hak pilih kepada semua
warga masyarakat, tetap proses pelaksanaan pemerintahan dilakukan
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melalui lembaga perwakilan sebagai representasi hasil pemilu
tersebut.

Pelaksanaan demokrasi tak langsung juga memiliki kelebihan
dan kekurangan. Demokrasi tak langsung memiliki beberapa
kelebihan. Kelebihan demokrasi tak langsung yang popular adalah bisa
dilakukannya penghematan anggaran. Penghematan anggaran dalam
pelaksanaan demokrasi tak langsung karena banyak tahapan yang bisa
dipotong dan disederhanakan, seperti biaya sosialisasi, biaya teknis
pengadaan perlengkapan, sampai pemotongan operasional petugas
yang jumlahnya bisa dibuat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan
pelaksaan demokrasi langsung. Kelebihan demokrasi tak langsung
disisi pengkondisian situasi, tentu saja kalau demokrasi tak langsung
tidak sehiruk pikuk kalau demokrasi langsung, sehingga suasana
demokrasi tak langsung bisa lebih tenang, kondusif dan jauh dari
ancaman kerawanan. Kelebihan demokrasi tak langsung yang lain
adalah dampak psikologis yang tercipta tidak seramai kalau demokrasi
langsung, karena ada pembatasan personal-personal yang terlibat.

Demokrasi tak langsung, selain memiliki kelebihan juga memiliki
kekurangan. Demokrasi tak langsung memiliki kelemahan utama dari
sisi kepercayaan publik. Pelaksanaan demokrasi tak langsung sering
memunculkan degradasi kepercayaan publik karena hasil pilihan
dalam demokrasi tak langsung sering kali tidak linier dengan harapan
dan keinginan masyarakat secara luas. Kelemahan demokrasi tak
langsung dari sisi semangat demokrasi adalah adanya keterbatasan
partisipasi yang tercipta, karena pada saat pelaksanaan demokrasi tak
langsung, hanya segelintir personal yang dilibatkan dalam proses
pengambilan keputusan kebangsaan tersebut.

Demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung, terlepas dari
perbedaan pendapat yang muncul, ada satu point penting yang bisa
diambil bahwa apapun penerapan demokrasi yang diterapkan, semua
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memberikan ruang aspirasi berupa pemberian hak pilih kepada
masyarakat. Hak pilih dalam demokrasi inilah yang menjadi titik fokus
berjalannya kedaulatan rakyat. Hak pilih dalam pelaksanaan
demokrasi memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat bahwa
mereka tetap memiliki kedaulatan dengan diajak berpartisipasi
menjaga kelangsungan pembangunan negara yang mereka miliki.
Negara yang berjalan sesuai dengan harapan mayoritas warga negara,
akan memunculkan rasa memiliki dan sikap nasionalisme yang tumbuh
secara natural dari masyarakat.

Hak pilih dalam proses demokrasi adalah kedaulatan rakyat
yang menjadi penjaga keberlangsungan semangat kehidupan
berbangsa dan bernegara. Negara yang lahir dari komitmen seluruh
warga bangsa, diharapkan tetap terjaga sesuai dengan keinginan
masyarakat melalui mekanisme demokrasi. Hak pilih dalam demokrasi
bukanlah sebuah pelengkap dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hak pilih dalam demokrasi adalah pilar keutuhan berbangsa dan
bernegara, dan karena itu hak pilih dalam pelaksanaan kehidupan
demokrasi harus dijaga, dikawal dan dipastikan sesuai dengan tujuan
utama hidup berdemokrasi sebuah bangsa dan negara.

Sistem demokrasi yang memberikan penghormatan terhadap
hak berpartisipasi segenap warga negara, semakin lama mendapatkan
pengakuan. Pengakuan hak pilih ini salah satunya disepakati dalam
konvenan internasional seperti International Covenant on Civil and
Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik) disingkat ICCPR. Melalui konvenan ICCPR disepakati bahwa
setiap warga negara memiliki hak untuk ikut dalam penyelenggaraan
urusan publik, serta memiliki akses sesuai persyaratan umum yang
sama dengan jabatan publik di negaranya. Sistem politik Indonesia
mengalami dinamika seiring dengan perjalanan hidup bangsa
Indonesia Perubahan dan perkembangan sistem politik Indonesia
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dipengaruhi oleh adanya perubahan dalam konstitusi negara dan juga
praktik penyelenggaraan bernegara (lrawan, 2024). Konstitusi
Indonesia juga mencantumkan ketentuan terkait hak pilih yang dimuat
pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa hak
segenap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam lembaga
perwakilan rakyat, mewujudkan penyelenggaraan negara yang juga
mendeklarasikan diri bahwa Indonesia menganut kedaulatan di
tangan rakyat (Cerdas & Afandi, 2019).

6.3 Hak Pilih dan Keberlangsungan Negara

Negara demokrasi memiliki ciri utama menempatkan
kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi dalam hirarki
kebangsaan. Kedaulatan rakyat dalam proses demokrasi dipahami
sebagai kewenangan tertinggi untuk menentukan arah kebangsaan
berada di tangan rakyat (Febrianasari & Waluyo, 2022). Proses
pelaksanaan kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi dilakukan
melalui proses pemilihan umum atau Pemilu. Pemilu yang
memberikan kesempatan kepada segenap warga masyarakat yang
memenuhi syarat untuk ikut serta dalam proses pengambilan
kebijakan negara, dipahami sebagai sebuah proses perwujudan
kedaulatan tertinggi rakyat untuk menentukan sikap atas bangsa dan
negaranya. Proses pemilihan inilah yang dianggap oleh sebagian
masyarakat sekarang sebagai proses pemilihan yang mencerminkan
demokrasi (Irawan, 2019a).

Proses pemilu yang memberikan kesempatan hak memilih
kepada segenap warga bangsa untuk berpartisipasi dalam
pengambilan kebijakan, diakui sebagai proses demokrasi mewujudkan
kedaulatan tertinggi dalam kehidupan bangsa dan negara. Partisipasi
dalam pemilu, dipandang sebagai proses penentuan sikap bangsa yang
dihimpun dari warga masyarakat. Hak pilih dalam pemilu sebagai
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implementasi pelaksanaan demokrasi, menjadi momentum untuk
mengukur bagaimana kehendak warga negara. Hak pilih dalam pemilu,
dengan demikian menjadi faktor yang sangat penting dalam proses
demokrasi, karena akumulasi hak pilih dalam pemilu akan
menentukan arah kebijakan bangsa dan negara.

Hak pilih dalam pemilu, menjadi keputusan tertinggi yang harus
dijalankan oleh masyarakat. Memang variabel pilihan dalam pemilu
kadang belum terlalu detail. Tugas pemerintah menterjemahkan apa
yang menjadi mandat masyarakat dalam pemilu untuk menjadi
program  pemerintah. Hasil pemilihan umum  sejatinya
menggambarkan suara rakyat, apa yang diinginkan oleh masyarakat
bisa dilihat dari akumulasi dukungan suara dalam pemilu. Dalam
pemilu, konsep kehidupan demokrasi dan pelaksanaan kedaulatan
rakyat membentuk suatu pemerintahan yang berdasar pada kehendak
mayoritas pemilih guna menjalankan kepentingan semua orang.
Bentuk negara demokrasi diminati banyak orang karena
menggambarkan kebebasan, hak-hak individu yang sangat dihargai,
dan kedudukan dan kesempatan yang sama dimiliki oleh semua orang
didalamnya (Fauzi, n.d.).

Hak pilih dalam pemilu memang tidak secara langsung
menjelaskan apa yang diinginkan masyarakat. Dalam konteks
pemerintahan Indonesia, pemilu di Indonesia lebih popular memilih
figur. Namun figur pimpinan yang dipilih akan menawarkan
programnya melalui visi-misi maupun penjabaran program dalam
kampanye. Sehingga memilih pemimpin yang memiliki visi-misi dan
program kerja dalam kampanye, sejatinya juga menunjukkan figur
yang memiliki program itulah yang menjadi pilihan masyarakat. Pilihan
terhadap figur yang memiliki visi-misi dan program itu sejatinya juga
memilih program yang dimiliki figur tokoh tersebut.

Pilihan dalam kontestasi demokrasi, menghadapkan masyarakat
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pada pilihan-pilihan akan pengelolaan negara. Masyarakat yang
memilih calon yang memiliki program untuk ditawarkan dalam
kebijakan, memberikan gambaran bahwa pilihan dalam proses
demokrasi juga berimplikasi pada proses berlangsungnya
pemerintahan yang akan mengelola negara. Pilihan dalam kontestasi
demokrasi sejatinya memiliki dampak terhadap proses kehidupan
berbangsa dan bernegara.

Adanya dampak pilihan dalam kontestasi demokrasi,
memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan negara. Pilihan
dalam kontestasi demokrasi karenanya harus benar-benar
mempertimbangkan yang terbaik yang bisa diyakini bisa membawa
negara pada tujuan negara yang disepakati warga bangsanya. Pilihan
yang baik, yang bisa menghasilkan pemerintahan yang baik, akan
melahirkan program-program pembangunan negara yang baik dan
bermanfaat buat masyarakat. Pemerintah yang baik dari hasil pilihan
yang baik, akan mengantarkan negara pada capaian terbaik,
terwujudnya negara kesejahteraan yang menjadi cita-cita berdirinya
negara. Pilihan yang baik dalam kontestasi demokrasi, membawa
dampak terciptanya keberlangsungan pembangunan negara yang
lebih baik.

6.4 Kewajiban Pemilih dalam Demokrasi

Demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara
untuk terlibat dalam penentuan kehidupan kebangsaan. Proses
pemberian hak pilih dalam sistem demokrasi dimana warga negara
seharusnya dilibatkan dalam pembuatan keputusan politik, baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan yang telah
dipilih. Dengan melibatkan warga negara dalam pengambilan
keputusan politik akan dapat terjamin lancarnya proses pemerintahan
Negara (Irawan, 2019b). Hak pilih dan proses pilihan dalam demokrasi,
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bukan saja sebuah ritual demokrasi yang tanpa makna. Hasil akumulasi
dari hak pilih yang diberikan dalam proses demokrasi, menjadi
penentu apa yang akan terjadi dalam kehidupan sebuah negara. Hak
pilih dalam sistem demokrasi, menjadi penentu nasib dan perjalanan
sebuah bangsa.

Hak pilih terbukti efektif sebagai sarana demokrasi untuk
menciptakan hubungan antara warga negara dengan pemerintah yang
akan bertugas mengelola negara. Fungsi hak pilih dalam proses
demokrasi sebagai sebuah penentu kebijakan dalam pengelolaan
negara, menyadarkan kita akan pentingnya pentingnya menjaga hak
pilih, proses pilihan dan hasil pemilihan dalam semua proses
demokrasi. Demokrasi mengelola hak pilih agar suara mayoritas
menjadi penentu arah kebijakan bersama dalam membangun bangsa.
Kebijakan negara yang lahir dari sebuah proses demokrasi akan
berpengaruh bukan saja terhadap kepemimpinan sebuah negara, tapi
juga akan berimplikasi terhadap nasip semua warga masyarakat yang
hidup di negara tersebut.

Melihat pentingnya peranan hak pilih dalam demokrasi, maka
warga masyarakat memiliki kewajiban sebagai pemilih. Warga
masyarakat sebagai pemilih dalam proses demokrasi memiliki
kewajiban untuk menjaga agar semua proses demokrasi berjalan
dengan baik. Proses demokrasi yang diawali dengan pembuatan
aturan yang baik, perencanaan yang baik, sosialisasi yang baik,
pelaksanaan pemilihan yang baik, rekapitulasi atas pilihan yang baik,
hingga memastikan hak pilih masyarakat berjalan sesuai dengan
sistem dan mekanisme yang sesungguhnya, akan melahirkan sebuah
keputusan demokrasi sesuai dengan harapan dan keinginan
masyarakat secara umum.

Tahapan demokrasi yang berjalan baik, bisa diharapkan akan
melahirkan produk demokrasi yang baik. Produk demokrasi yang baik,
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diyakini akan melahirkan struktur pemerintahan dan kebijakan
pembangunan negara yang baik. Pemerintahan yang baik, akan
melahirkan kebijakan negara yang baik yang bisa dirasakan oleh
mayoritas warga bangsa yang terlibat dalam proses demokrasi. Sistem
perwakilan dan sistem pemilihan umum apapun yang diterapkan
dewasa ini tampaknya tidak mampu menghasilkan keterwakilan
penuh semua unsur keragaman masyarakat, terbukti cukup banyak
unsur masyarakat yang tidak terwakili (unrepresented) atau kurang
terwakili (under represented) (Dewanto, 2017).

Demokrasi sebagai sebuah sistem, tidak akan bisa berjalan baik
tanpa keterlibatan semua pihak dengan itikad baik. Sebagus apapun
cita dan harapan akan demokrasi, jika dijalankan dengan
ketidakbaikan, akan melahirkan hasil demokrasi yang tidak baik.
Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem
demokrasi, memiliki kewajiban untuk mengawal dan memastikan
semua tahapan demokrasi dipersiapkan, dilaksanakan dan diterapkan
dengan baik. Pelaksanaan demokrasi yang baik bisa terwujud jika
masyarakat berkenan terlibat aktif untuk berkontribusi pada kebaikan
demokrasi.

Masyarakat dalam kehidupan demokrasi seyogyanya menyadari
bahwa pemeran utama dalam demokrasi adalah masyarakat.
Demokrasi yang baik bisa diwujudkan jika masyarakat berkenan
terlibat baik. Demokrasi yang melahirkan hasil yang baik, dampak
kebaikannya akan langsung dirasakan dan dimanfaatkan oleh
masyarakat sebagai pemilih dalam demokrasi. Masyarakat harus
disadarkan, sistem demokrasi yang dibangun sejatinya untuk
kepentingan masyarakat. Masyarakat harus memahami, demokrasi
adalah sistem yang dibangun untuk tujuan kebaikan masyarakat.
Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem
demokrasi, harus memahami dan menyadari, pelaksanaan demokrasi

'-_I‘turnitin Page 24 of 29 - Integrity Submission Submission IR _trn:oid:::1:3402816743
¢ Dr."A. Basuki Babussalam, S.H., M.H. 50



ZI'-_I turnitin Page 25 of 29 - Integrity Submission Submission ID  trn:oid:::1:3402816743

adalah hajat hidup warga negara sebagai pemilik kedaulatan tertinggi
dalam tatanan masyarakat demokrasi. Masyarakat sebagai pemilih
harus menjaga, semua tahapan dalam sistem demokrasi berjalan
dengan baik, agar hasil dari pelaksanaan demokrasi bisa menghasilkan
tatanan terbaik untuk mastarakat secara umum.

6.5 Penutup

Demokrasi merupakan sistem yang mengatur agar rakyat
memiliki kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan sebuah
bangsa. Demokrasi memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan
memberikan ruang kepada segenap warga negara untuk terlibat
dalam sistem kehidupan kebangsaan. Ruang keterlibatan warga
negara dalam sistem demokrasi sebuah bangsa dijalankan melalui
pemilihan umum. Proses pemilihan umum yang menghimpun
kehendak warga negara yang menggunakan hak pilih untuk
menentukan apa akan dilaksanakan untuk mewujudkan kehendak
masyarakat yang disuarakan melalui pemilihan umum.

Hak pilih bukan hanya ornament pelengkap dalam sistem
kehidupan demokrasi. Peranan hak pilih sangat kuat dan kompleks
dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Akumulasi hak
pilih yang diproses dalam Pemilu, melahirkan sebuah kedaulatan
tertinggi di sebuah negara demokrasi. Pemilu sebagai proses lahirnya
kedaulatan rakyat tertinggi didalam negara demokrasi, harus terjaga
mulai tahap pembuatan peraturan, perencanaan, pelaksanaan hingga
terimplementasikan menjadi kebijakan negara. Peranan hak pilih
dalam demokrasi juga menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa
dan bernegara. Jika masyarakat yang bersuara melalui hak pilih dalam
pemilu didengar, rakyat akan menjaga harapannya melalui
kesinambungan sistem kebangsaan yang dimiliki.

Membaca rangkaian pemahaman tentang hak pilih dalam
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demokrasi, menjadi sebuah bukti bahwa hak pilih dalam negara
demokrasi memiliki peran yang sangat pentng. Warga negara sebagai
pemilik kedaulatan tertinggi di sebuah negara, selain menggunakan
hak pilih juga punya tanggung jawab untuk menjaga, mengamankan
dan memastikan hak pilihnya berjalan sesuai dengan ketentuan dan
proses kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana mestinya.
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IIllI(llM PARTAI I’(llITII(
DAN PEMILU

Buku Hukum Partai Politik dan Pemilu ini mengupas secara
komprehensif berbagai aspek hukum yang mengatur partai politik
dan pemilihanumumdiindonesia. Dimulai dengan konsep dasar serta
perkembangan sejarahnya, bukuini menguraikan sistem dan regulasi
yang memhbentuk dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk
tanggung jawab hukum partai politik, mekanisme pencalonan, serta
penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Tidak hanya membahas aspek
normatif, buku ini juga menyoroti tantangan dalam pendanaan partai,
pengawasan pemilu, serta penyelesaian sengketa, yang menjadi
bagian penting dalam menjagaintegritas proses demokrasi.

Selain membahas aspek teknis hukum, buku ini juga menyoroti
isu-isu krusial seperti etika dan disiplin partai, ancaman money
politics, serta peran teknologi dalam pemilu. Dengan analisis
mendalam dan kajian herbasis regulasi, buku ini tidak hanya menjadi
referensi akademik, tetapi juga panduan praktis hagi akademisi,
praktisi hukum, penyelenggara pemilu, serta masyarakat yang ingin
memahamilebih dalamdinamika politik dan demokrasi
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